
BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR   18  TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAIIAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEN.ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.A DAERAII

TAHUN ANQGARAN 2020

DBNGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI    KARAWANG,

Menimbang     :      a.    bahwa  untuk  menindaklanjuti  lnstruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun
2020   tentang   Re/ocoss{ng   Kegiatan,   Realokasi   Anggaran,   serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Coronci   VI.nts  Disease  20J9  /COVJD   J9)   dan   Instruksi        Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2020  tanggal  2  April  2020  tentang
Pencegahan  Penyebaran  dan  percepatan  Penanganan  CororLcz  Vz."s
Disease     20J9     di      Lingkungan      Pemerintah      Daerah,      perlu
melaksanakan    percepatan    pengutamaan    penggunaan    alokasi
anggaran   tertentu    (refocusing)    dan/atau   perubahan   (realokasi)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

b.   bahwa      atas     pertimbangan      sebagaimana     dimaksud,      perlu
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Peraturan    Bupati    Karawang    Nomor    48    Tahun    2019    tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun
Anggaran 2020.

Mengingat               1.   Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950   tentang   Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam  Lingkungan  Propinsi Djawa Barat
(Berita   Negara  Tahun   1950),   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Undang-Undang   Nomor   4   Tahun    1968    tentang   Pembentukan
Kabupaten  Purwakarta  dan  Kabupaten  Subang  dengan  Mengubah
Undang-Undang   Nomor   14   Tahun    1950   tentang   Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1968   Nomor   31,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun   1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1999   Nomor   75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3.      Undang-Undang   Nomor   31   Tahun    1999   tentang   Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999   Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   3854)   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang
Nomor  20   Tahun   2001   tentang   Perubahan   Atas   Undang-Undnag
Nomor   31    Tahun    1999    tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana
Knrupsi   (Lembaran   Negara   Rer]uhlik   lndc`nesia  Tahim   2001   Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4.      Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara
(Irembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003   Nomor   47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.      Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.      Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2004    tentang    Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004  tentang  sistem  perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2004  Nomor   104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4421);

8.      Undang-Undang    Nomor    33    Tahun    2004    tentang    Perimbangan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan   Daerah
(Lembal.an   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.     Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009
Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5049);

10.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    7,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11.   Undang-Undang   Nomor    23    Tahun    2014    tentang    Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor
244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagalmana telah  diubah  beberapa kali   terakhir   dengan  Undang-
Undang   Nomor   9   Tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Undang-Undang   Nomor    23   Tahun    2014    tentang    Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.   Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014    tentang    Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor 292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5601 ) ;

13.   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun
2020   tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan   Stabilitas   Sistem
Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi   Coroncz  Vlrus  Dt.seczse  20J9
(COVID-19)   dan/atau   Dalam   Rangka   Menghadapi   Ancaman  yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem
Keuangan;



14.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang  Kedudukan
Keuangan   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2000   Nomor   210,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan
Keuangan   Badan    Layanan    Umum    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   48,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4502)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan   Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012   tentang  Perubahan
Atas    Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  171,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    55    Tahun    2005    tentang    Dana
Perimbangan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2005
Nomor  137, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor
4575);

17.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   56   Tahun    2005    tentang   Sistem
lnformasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4576)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah    Nomor    65    Tahun    2010    tentang    Perubahan    Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun    2005   tentang   Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2010   Nomor   Ilo,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5155);

18.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang   Pelaporan
Keuangan   dan   Kinerja   Instansi   Pemerintah       (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2006  Nomor  25,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan
Uang  Negara/Daerah    (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2007  Nomor  83,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4738);

20.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009   tentang   Bantuan
Keuangan    Kepada    Partai    Politik    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2009   Nomor   18,  Tambahan  Lembaharan  Negara
Republik Indonesia Nomor 4972)  sebagaimana telah diubah beberapa
kali  terakhir  dengan  Peraturan   Pemerintah   Nomor   1   Tahun  2019
tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5
Tahun   2009   tentang   Bantuan   Keuangan    Kepada   Partai   Politik
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2019    Nomor    1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

21.   Peraturan   Pemerintah   Nomor  69   Tahun   2010   tentang  Tata  Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2010
Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5161);

22.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang   Standar
Akuntansi   Pemerintahan    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5165);



23.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah  Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

24.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2014   Nomor   92,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5533);

25.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang   Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor    123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

26.   Peraturan   Pemerintah   Nomor  55  Tahun   2016   tentang  Ketentuan
Umum dan Tata Cara  Pemungutan  Pajak Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

27.   Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan    Penyelenggaraan    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018    Nomor   73,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

28.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2017  tentang Hak Keuangan
dan  Administratif Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

29.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   2    Tahun    2018    tentang   Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2018   Nomor   2,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6178) ;

30.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   17  Tahun  2018   tentang  Kecamatan
(I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018   Nomor   73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

31.   Peraturan      Pemerintah      Nomor        33        Tahun      2018      tentang
Pelaksanaan    Tugas    dan     wewenang    Gubernur    sebagai     Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor  109,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6224);

32.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2018   tentang   Pinjaman
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

33.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6322)

34.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan  dan
Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2019   Nomor  52,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

35.   Peraturan   Presiden   Nomor    16   Tahun   2019   tentang   Pengadaan
Barang/Jasa   Pemerintah    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 33);

36.   Keputusan   Presiden   Nomor   7   Tahun   2020   tent,ang   Gugus   Tugas
Perc`epatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID  19);



37.    Keputusan    Presiden    Nom(jr    11    T{ihun    21)20    tentang    Penetapan
Kedaruratan   Kesehatan    Mas}'arakat    Corom   Virus    Diseas(.    2019
(COVID  19);

38.   Keputusan   Presiden   Nomor    12   Tahun   2020   tentang   Penelapan
Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID
19)  sebagai Bencana Nasional;

39.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2006   tentang
Pedoman     Pengelolaan     Keuangan     Daerah     sebagaimana     telah
beberapakali diubah dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor
21  Tahun  2011   tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

40.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   32   Tahun   2011   tentang
Pedoman  Pemberian Hibah dan  Bantuan  Sosial yang bersumber dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2011    Nomor   450)    sebagaimana   telah   diubah
beberapa   kali,   terakhir   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  123 Tahun 2018 tentang Perubahan  Keempat atas Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   32   Tahun   2011   tentang   Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah     (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor  15);

41.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   52   Tahun   2012   tentang
Pedoman  Pengelolaan  lnvestasi   Pemerintah   Daerah   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

42.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2013   tentang
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada
Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013
Nomor  1425);

43.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77  Tahun   2014   tentang
Pedoman  Tata  Cara  Perhitungan,  Penganggaran  Dalam  APBD,  dan
Tertib      Administrasi      Pengajuan,       Penyaluran      dan      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik
(Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    1744)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Tata  Cara
Penghitungan,  Penganggaran  Dalam  APBD,  dan  Tertib  Administrasi
Pengajuan,       Penyaluran       dan       Laporan       Pertanggungjawaban
Penggunaan     Bantuan     Keuangan     Partai     Politik     (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor  198);

44.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016   tentang
Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

45.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri  Nomor  62  Tahun   2017  Tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Serta  Pelaksanaan
dan  Pertanggungjawaban  Dana  Operasional  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor  1067);

46.   Peraturan    Menteri      Dalam  Negeri  Nomor  36   Tahun  2018  tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  dan  tertib  Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran
dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Tahun  2018 Nomor 630);
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47.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   79   Tahun   2018   tentang
Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018  Nomor  1213);

48.   Peraturan    Menteri     Dalam  Negeri  Nomor  33    Tahun  2019  tentang
Pedoman  Penyusunan  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah
Tahun  Anggaran   2020   (Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2017  Nomor 701);

49.    Peraturan   Menteri   Dalam   Ncgel.i    Nom(>r   20   Tahun   2020   tenlang
Percepatan  Penanganan  Coronii  Virus  Disease  201C)  di  Lingkungan
Pemerintah Daerah;

50.   Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor     l9/PMK.07/2020    tentang
Penyaluran  dan  Penggunaan  DBH,  DAU,  dan  DID  Tahun  Anggaran
2020   dalam   rangka   Penanggulangan   Ct)rona   Virus   Disease   2019
(COVID   19);

51.    Keputusan       Menteri       l<(.i`i`]igi`ii       Ntjln(jr      6/KM.7/2020      tentang
Penyaluran   Dana   Alok;isi   Khiisus   F`isik   dan   B€iiituan   Operasional
Kesehatan  dalam  rangka    Pcni`(`gah{,in  dan/atfiu  P(`mngandn  Corom
Virus  Disease  2019  (COVID  19);

52.    Keputusan  Kepala  Badan  Nasi()niil  Pcnanggulfmgan  Bcncana  Nomor
13.A   Tahun   2020   tcnl€`n#   Pi`rp{`njfingan   Sl€itus   Ki`adaan   Tertcntu
Darurat  Bencana Wabah  Pim\iikil  ^kil)i-`t  Virus  C()rona  di  lncloncsia;

53.    Keputusan   Menteri   Kesehalan   Nomor  HK.01.07/Menkes/215/2020
tentang Pemanfaatan Dana Alokasi  Khusus  Bidang Kesehatan  Untuk
Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;

54.    Keputusan    Menteri    Keuangan        Nomor    6/KMK.7/2020    tentang
Penyaluran    Dana    Alokasi    Khusus    Bidang    Fisik    Kesehatan    dan
Bantuan      Operasional      Kes(`h{^+tan      Dalam      Rtingka      Pc`ncegahan
dan/atau Penanganaan Corom  Virus  Disease  2019  (Covid-19);

55.   Peraturan   Daerah   Provinsi   LJawa   Barat   Nomor    16   Tahun   2019
tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor  16);

56.   Peraturan   Gubernur  Jawa   Barat   Nomor   79   Tahun   2019   tentang
Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Tahun
Anggaran   2020   (Berita   Daerah   Provinsi   Jawa   Barat  Tahun   2019
Nomor 79);

57.   Peraturan   Da.era.h   Kabupaten   Karawang   Nomor   14   Tahun   2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Karawang   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Karawang   Tahun   2016
Nomor  14);

58.   Peraturan   Daerah   Kabupaten    Karawang   Nomor    1    Tahun   2017
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2017 Nomor  1);

59.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Karawang   Nomor   16   Tahun   2019
tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun  Anggaran
2020  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Karawang  Tahun  2019  Nomor
17);



60.   Peraturan    Bupati    Karawang    Nomor    48    Tahun    2019    tentang
Penjabaran   Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Tahun
Anggaran  2020   (Berita  Daerah  Kabupaten  Karawang  Tahun  2019
Nomor 48)  sebagaimana diubah dengan  Peraturan  Bupati Karawang
Nomor   10  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Karawang   Nomor   48   Tahun   2019   tentang   Penjabaran   Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun    Anggaran   2020   (Berita
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor  10).

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan   :     PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PERUBAHAN      KEDUA      ATAS
PERATURAN  BUPATI  KARAWANG  NOMOR  48  TAHUN  2019  TENTANG
PENJABARAN    ANGGARAN    PENDAPATAN    DAN    BEE.ANJA    DAERA]I
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020 tetap tidak
mengalami perubahan beljumlah
dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020 tetap tidak
mengalami perubahan beljumlah
Dengan rincian sebagai berikut :
1.     Pendapatan   :

a.     Pendapatan Asli Daerah
b.     Dana perimbangan
c.     Lain-lain pendapatan Yang sah

Jumlah Pendapatan
2.      Belanja:

a.        Belanja Tidak Langsung
1)     Belanja pegawai
2)     BelanjaBunga
3)     Belanja subsidi
4)     Belanja Hibah
5)     Belanja Bantuan sosial
6)     Belanja Bagi Hasil
7)     Belanja Bantuan Keuangan
8)     Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b.       BelanjaLangsung
1)     Belanja pegawai
2)     Belanja Barang dan Jasa
3)     Belanja Modal

LJumlah Belanja Langsung

Jumlah Belalua

Surplus/(DeflBlt)

3.     Pembiayaan :
a.      Penerimaan
b.      Pengeluaran
•umlah Pemt)layaan Neto

Slsa leblh Pemblayaan anggaran
tahun berkeman

Rp.  4.766.549.622.164,00

Rp. 4.819.612.244.139,00

1.273.814. 055 .313,00
2 .160. 081. 302 .000,00
1.332 .654. 264.851 00

Rp.      4.766.549.622.164,00

Rp
Rp
Rp
Ftp
Rp
Rp
Rp

171  (j,{`21    t)tJJ7'   (j52,00

0,00
0,00

163.442.070.500,00
62.059.000.000,00

107.728.761.165,00
536.138.680.650,00
1  02 .9(j  I  , 79tti   `i5'2r,,00

Rp.             2.()8()  ()(JJ.)0,i  19-),00

Rp.
Rp.

Rp.                  '2    l`'?().5ltJ   IJ`}.i   f)il6,00

Rp.        4.819.612.244.139,00

Rp.          (53.062.621.975,00)

(+)

(+)

Rp.                  70.462.621.975,00
Rp.                    17.400.000.000,00   (  -)

Rp.             53.062.621.975,00

Rp. 0,00



Pasal 2
Uraian  lebih  lanjut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   1,  tercantum
dalam  Lampiran  sebagai  bagian  yang    tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini, terdiri dari :

1.   Lampiran I       Ringkasan penjabaran APBD;

2.   Lampiranll     Ringkasan      Penjabaran      APBD      menurut      Urusan
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,
Kelompok  iJenis,   Obyek,   Rincian   Obyek   Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

3.   Lampiran Ill    Daftar  Nana,  Alamat dan  Besaran  Alokasi  Hibah yang
diterima;

4.   Lampiran lv   Daftar  Nama,   Alamat  dan  Besaran  Alokasi  Bantuan
Sosial yang diterima.

Pasal 3
Pelaksanaan  penjabaran  APBD  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati
ini   dituangkan   lebih   lanjut   dalam   dokumen   pelaksanaan   anggaran
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlahai pada tanggal diundangkan.
Agar    setiap    orang    mengetahuinya,    memerintahkan    pengundangan
Peraturan   Bupati   ini   dengan   penempatannya   dalam   Berita   Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di  Karawang
pada tanggal   i9 |pril  era.

Diundangkan di Karawang
padatanggal   i3 ^ml  t.a.

BERITA   DAERAH   KABUPATEN   KARAWANG  TAHUN   2020
NOMOR :

e®


